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Penetapan besarnya ganti kerugian tidak mempertimbangkan “kerugian
yang lain yang dapat dinilai”. Bahwa seluruh bidang Para Pemilik hak
tanah yaitu bidang milik Sunarti, Sukinah, Subagiyo, Sutri, Dul Rohman,
Dewi, Bari dan Djuri, di tengah - tengahnya akan dibangun jalan tol,
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pasarangbidangstanah tersebut sekarang telah mencapai Rp.500.000,- /
m?2 (limasratusghibe rupiah per-meter persegi), Sedangkan terdapat bidang
lahan milik Sukis di wilayah Desa Tejorejo, yang berada tepat di pinggir
jalan raya Kabupaten, yang selama ini digunakan sebagai lahan pertanian
dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi mencapai Rp.250.000.000,-/ tahun
apabila ditanami padi dan merupakan satu-satunya mata pencaharian.
Nilai pasaran bidang tanah tersebut saat ini mencapai Rp.700.000.000-
/m2, namun panitia menawarkan memberikan harga tanah sebesar
Rp220.000,-/m2 (dua ratus dua puluh per meter persegi), harga
penawaran ganti rugi tersebut "flat” dan sama diberlakukan untuk semua
bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol di wilayah Desa
Wungurejo dan Desa Tejorejo, tanpa mempertimbangkan nilai pasar yang
sebenarnya, perbedaan/klasifikasi nilai ekonomis dan produktifitas tanah,
sehingga oleh karenanya Para Pemilik Hak Tanah menolak penawaran
harga tersebut karena harga penawaran yang disampaikan Panitia
tersebut sangat merugikan Para Pemilik Hak Tanah dan tidak
mencerminkan rasa keadilan, makam Para Pemiik hak tanah mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal dan dimenangkan oleh warga
kemudian pihak Panitia mengajukan Kasasi langsung ke Mahkamah
Agung tanpa melalui Pengadilan Tinggi dan dimenangkan oleh Panitia.



